
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 peraturan Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten X-atingan, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
prganislsi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan polisi pamong
Pra-ia Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten
sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung R"yA dan
Kabupaten Barito Timur di provinsi Kalimantan 

- 
Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo2 Nomor 1g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor algo);

2. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zoog
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah oaeiah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3sl;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tarnrrbahan l*mbar:an N"g*r"
Republik Indonesia Nomor 523a1;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2aL4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9al;
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7. undang-Undang Nomor 23 ?ahun 2oL4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zot4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah d.rrg* Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2o1s tentang perubahai K.du" Atas
undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ols
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401g)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 13 Tahun zoo2 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 10o tentang pengangkatan pegawai Negerisipil dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oa2 Nomor s3, Tambahan Lembara, Ii"g*"
Republik Indonesia Nomor 4Da);

9. Peraturan Pemerintah Nomor sg rahun 2o0s tentang
Pengelolaan 

_ 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi[

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Leilbaran N"g.r"
Republik Indonesia Nomor aSTSl;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2o0s tentang pedoman
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oos
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tihun zoto
Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 8T Tahun 2aL4 tentang peraturan
Pelaksanaan undang-Undang Nomor lz rahun zott tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor l9g);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 Nomor 35);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republi[
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361;

MEMUTUSKAN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KATINGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan T\rgas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.

5. Bupati adalah Bupati Katingan.

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan.

8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP
adalah Bagian Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara
dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Katingan.

10. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis
dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

1. Kepala Satuan;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi
Teknologi.

3. Bidang terdiri dari :

a. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum
Lainnya, membawahkan :

1) Sub Bidang Penegakan;

2) Sub Bidang Kerjasama;

3) Sub Bidang Pengawasan dan Intelijen.
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b. Bidang Ketertiban dan
membawahkan:

Ketentraman Masyarakat,

1) sub Bidang operasi dan pengendarian personil;

2) Sub Bidang Ketertiban Umum;
3) Sub Bidang penyuluhan.

c. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

1) Sub Bidang Satuan perlindungan Masyarakat;
2) Sub Bidang Data dan Informasi Linmas;
3) sub Bidang pelatihan dan Mobilisasi Linmas.

d. Bidang pemadam Kebakaran, membawahkan:
1) Sub Bidang pencegahan dan pengendalian;

2) Sub Bidang Operasional dan personil;

3) Sub Bidang Sarana dan prasarana.

(21 Bagan organisasi satuan polisi pamong praja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan
Bupati ini.

(1)

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRA"IA

Pasal 3
satuan Polisi Pamong praja mempunyai tugas pokok menJrusun
dan melaksanakan kebijakan daerah dah; bidang eenegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati,
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaranyang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
Undangan yang berlaku.
untuk melaksanlkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala satuan polisi pamong p.qi" menyelengg.rrk ,
fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dan program pada satuan polisi
Pamong Praja mengacu peraturan perundang_undangan;

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perundang-undangan
daerah;

c. Pelaksanaan dan penegakan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;

d. Penyelenggaraan dan pembinaan kebijakan dalam
perlindungan masyarakat;

e. Penyelenggaraan urusErn pemadam Kebakaran;
f. Penyelenggaraan dan pengelola sarana prasarana kantor;
g. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan kantor; dan
h. Pengoptimalisasian kinerja kantor dalam mencapai visi dan

misi Kabupaten.

(2)
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (2), satuan polisi pamong pra.ia *"*p""y"i t"*"""rg"r,
sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan teknis satuan polisi pamong prqia
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati
berdasarkan peraturan perurrd"rrg-undangan yang berlaku;

b. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Kebijakan polisi
Pamong Praja berdasarkan peraturan perundangl11la""sl";

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan program
dibidang Satuan polisi pamong praja;

d. Menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Menyelenggarakan, mengkoordinir, mengarahkan danmengatur kegiatan sub Bagian Tata Usaha J"r, p"r* Kepala
Bidang di lingkungan satuan polisi pamong pr"j" Kabupaten
Katingan sesuai petunjuk dan ketentuan 

"-"rrirrgg* 
diperoleh

singkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
f. Membina bawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

agar pelaksanaan tugas yang diberikan dapat dilaksaiakan
dengan baik;

g. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan kegiatan danprogram satuan polisi pamong pra-ia sesuai dengai arah dan
kebijaksanaan yang ada;

h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasionar,memfasilitasi dan memberikan - dukungan atas
penyelenggaraa.n pemerintah Daerah di Bidang s-atuan potisi
Pamong Pra.ia;

i. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan bawahan dilingkungan
satuan Polisi pamong praja berdasarkan program tegiaianyang telah ditetapkan agar pelaksanaanya sesuai dEngan
rencana;

j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program
dibidang satuan potisi pamong praja lebagai bahan aium
penJrusunan perencanaan kegiatan dan program tahun
berikutnya;

k. Menilai prestasi kerja pejabat dilingkungan satuan polisi
Pamong Pra.ia berdasarkan hasil ke4a y"rrs dicapai dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku- r.rt tiaip.rgrrrr*k"r,
sebagai bahan pengajuan sKp dan peningkatan karie{

1. menertibkan dan menindak masyarakat atau badan
hukum/aparatur daerah yang mengganggu ketentraman dan
ketertiban masyarakat;

m. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau
badan hukum/aparatur daerah yang *"t"t ut ari pelangg*i*r,
terhadap Pearturan Daerah, peraturan Bupati a*r, x"p,ffr*"r,
Kepala Daerah;

n. Melakukan tindakan represif non Jrusticial terhadap wargamasyarakat atau badan hukum/aparatur daerah v*gmelakukan pelanggaran atas peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;
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o. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional,memfasilitasi dan memberikan - dukungan ataspenyelenggaraan pemerintah Daerah urusan pemadam
rreDaKaran;

p. Melaporkan- hasil. gerqkslnaan tugasnya kepada Bupati
Katingan sebagai tindaklanjut; dan

q. Melaksan*?, tugas lain yang diberikan oleh Bupati Katingan
yang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
SEKRE"TARIAT

Pasal 4
(1) sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyaitugas pokok melaksanakan pengkoordinasian - p"rr1*"unan

prograrn, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah
tangga satuan, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat,
kearsipan dan surat menJrurat serta evaluasi- dan p"t"po."r,
satuan Polisi Pamong praja dan pemadam Kebakaran;

(2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

Pengoordinasian penjrusunan rencana strategis, program dan
kegiatan Satuan;

Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan
tugas;

c. Pengkoordinasian perencana€Ln, pengelolaan administrasi
keuangan, kepegawaian dan umum;

d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan
inventaris Satuan;

e. Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan
peralatan operasional personil;

f. Penyelenggaraankehumasan dan keprotokolan;
g. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Satuan polisi

Pamong Praja;

h. Pengkoordinasian dan pen)rusunan laporan hasil pelaksanaan
progra.m dan kegiatan Satuan polisi pamong praja;

i. Pelaksanaan pemelihara€rn peralatan dan kendaraan
operasional satuan polisi pamong praja serta kendaraan
dinas; dan

j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-unaangan
yang berlaku.

(3) untuk meyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a. Membantu Kepala satuan dalam melaksanakan tugas di
bidang kesekretariatan;

b. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal dan penJrusunan
rencana strategis, program kerja dan kegiatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja;

a.

b.

Page 6 of 28



c. Mengelola dan mengkoordinasikan penJrusunan renca.na
Emggara.n Satuan polisi pamong prqja;

d. Mengelola, mengoreksi dan mendistribusikan pelaksanaan
administrasi surat men)rurat, kearsipan, naskah dinas baik
yang masuk maupun yang keluar;

e. Menyiapkan dan menelaah bahan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan administrasi Satuan polisi
Pamong Praja;

f. Mengelola urusan **+ tangga,pengadaan, perrengkapan
dan inventaris yang menjadi kebutuhan Satuan polisi plrnong
Praja;

g. Mengelola administrasi dan penatausahaan Keuangan,
Kepegawaian,hubungan masyarakat dan keprotokolan satuan
Polisi Pamong praja;

h. Melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan
kuasa pengguna anggaran, pejabat [embu"i' t o*itmen,
pejabat penatausaha keuangan, pejabat pelaksana teknis
kegiatan dan bendahara satuan porisieamong praja;

i. Mengelola. dan mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan
tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai dengan p.rr.t rr"r, yang
berlaku;

j. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan
tugas dan pengawasan kepada Kasubag umum dan
Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan program dan
Bendahara Satuan polisi pamong pra-ia;

k. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan ;

l. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangkapelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan
pengembangan karir bawahan;

m. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sekretariat
satuan Polisi pamong prala berdasarkan kirr"4a yangdicapai
sebagai penilaian untuk pengajuan sasaran lii"e4a-reg"**i
(sKP);

n. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap
kegiatan satuan polisi pamong praja kepada Kepala satuan;

o. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
satuan yang berkaitan dengan kegiatan bidang sekretariat
dalam rangka pengambilan keputusan / kebijakan ;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala satuan
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 5
Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. sub Bagian Program, Evaluasi, pelaporan dan Informasi
Teknologi.
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(1)

Paragraf I
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 6

sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penatausahaan urusan umum dan kepegawaian.

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagran Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi :

a. PenSrusunan perencanaan program subbagian umum dan
kepegawaian;

b. Pelaksa.naan koordinasi kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, hubungan masyarakat, dan keprotokolan
pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2l,, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai uraian tugas :

a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam
urusan administrasi umum, kepegawaian, hubungan
masyarakat dan keprotokolan, men]rusun rencana dan
program kerja subbagian umum dan kepegawaian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah yang akan
ditandatangani pimpinan dalam lingkup tugasnya;

c. Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan
teknis, pedoman, da4 petunjuk pelaksanaan serta bahan-
bahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sub bagian
umum dan kepegawaian;

d. Menyelenggarakan kegiatan umum dan rumah tangga satuan
Polisi Pamong Pra.ia yang meliputi : mempersiapkan rapat,
menerima tamu, pelayanan informasi, kebersihan dan
keamanan serta lainnya yang berkaitan dengan urusan
rumah tangga;

e. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan yang meliputi
inventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan
pengurusan barang inventaris, men5rusun laporan
pengelolaan barang dan pelaksanaan perencanan,
pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan aset;

f. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi
pelaksanaan surat menyurat, data kepustakaan, arsip dan
dokumentasi dan melaksanakan administrasi, menyiapkan
sarana perjalanan dinas;

g. Melaksanakan pengelolaan absensi pegawai, dan
pembinaan/pengelolaan administrasi kepegawaian yang
meliputi pembuatan daftar normatif pegawai, file
kepegawaian, Sasaran Kinerja Pegawai (SKp), daftar urut
kepangkatan (DUK), buku-buku penjagaan kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala, pensiun, kartu hukuman disiprin-dan
lain-lain yang berkaitan dengan tugas kepegawaia;

(2)

(3)
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h. Mempersiaptan u.su]an pengangkatan caron pegawai NegeriSipil (CPNS) menjadi pNS, Xeniikan pangkat, .p;;;d;L
dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/ pensiun,perubahan guji, . kesejahteraan pegawai i""s -*.rro"O
pemberian tanda jasa, Tabungan Asuransi pensiu-n ltaspiny,Asuransi Kesehatan (Askes), dan Tabungan perumahan
(tarerum), permintaarr Kartu pegawai (Karp"s), Kartu Isteri(Karis)/Kartu 

- 
suami (Karsu) serta ' nar-nli hin ,""*berhubungan dengan kesejahteraan pegawai;

i. Memproses penerbitan keputusan kenaikan gqii berkala pNs,
cuti tahunan, cuti hamil, cuti bersalin, cuti-ilr""r, penting,
bebas cuti diluar tanggungan Negara dan cuti sakit u"Li Frvs;

j. Mengusulkan kursus-kursus, tugas belajar, pendidikan danlain-lain yang berhubungan dengan peningkatan
profesionalisme pegawai;

k. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan;

l. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangkapelaksanaan tugas, peningkatan produktifitas,
pengembangan karir bawahan dan memantau,
mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan;

m. Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai, bahan pembinaan
kepegawaian dan Surat perintah ee4itanan Dinas;

n. Melaksanakan tugas kehumasan;
o. menyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian;
p. Mgrypersiapkan bahan pen]rusunan rencana anggaran dan

pelaksanaan anggaran subbagian umum dan kepeliwaian;
q. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada

sekretaris yang berkaitan dengan kegiatan administrasiumum dan kepegawaian dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

r. Melaporkan kepada sekretaris hasil pelaksanaan tugas;
s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan subbagian umum aan- kepegawaian sesuai
ketentuan yang berlaku; dan

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 7
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagianyang mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan

keuangan Satuan polisi pamong praja.

(21 untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala sub Bagian Keuangaan menyelenggarakan
fungsi :

a. Pen5rusunan perenc€uraan dan program sub bagian keuangan
Satuan Polisi Pamong praja;
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b. Pelaksanaan koordinasi - kegiatan administrasi keuangan
, Satuan polisi pamong praja;

c. Pelaksana.an tugas penatausahaan keuangan satuan polisi
Pamong prqia;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) untuk menyelen ggarakan fungsi sebagaim ana dimaksud pada
ayat (21, Kepala sub Bagian Keuangar, *"mpunyai uraian tugas :

a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam
urusan keuangan;

b. Menyusun perencanaan anggaran belanja dan perencanaan
program subbagian keuangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

c. Meneliti kelengkapan surat perintah pembayaran uang
Persedian (spp-up), surat perintah pembayaran canti uan[
(SPP-GU), surat perintah pembayaran ramtahan uang (spp-
TU), surat perintah pembayaran Langsung (spp-Ls), g4i a"r,surat perintah pembayaran Langsung 15nr-m1 p"rig"a"""
barang dan jasa;

d. Melakukan verifikasi surat perintah pembayaran (spp),surat
Pertanggung jawaban (spJ) dan menyiapkan surat perintah
membayar (sPM), dan laporan keuangan satuan polisi
Pamong Praja;

e. Men5rusun dan menelaah peraturan perundang-undangan
yang berlaku pada subbagian keuangan satuan polisi
Pamong pra:a;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi iTpTCB;

g. Mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang
akan ditandatangani pimpinan dibidang sekretariat sub
bagian keuangan;

h. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan
pengembanga.n karir bawahan;

i. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada
sekretaris yang berkaitan dengan kegiatan 

"d*irri"trasikeuangan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai

dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,

PELAPORAN DAN INFORMASI TEKNOLOGI

Pasal 8
(1) sub Bagian Program, Evaluasi, pelaporan dan Informasi dan

Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan
perencanaan program Satuan polisi pamong praja.
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(2) untuk melaks*"t"_" tugls pokok sebagaimana dimaksud padaayat (1), 5".pd1 sub Bag_ia' program, Evaluasi, n"t"pora, a*r,Informasi Teknologi menyelerrggarrkan fungsi :

a. Pen5rusunan rekap progra.m dan kegiatan dari masing_masing
pada Satuan polisi pamong praja;

b. Pen5rusunan perencErnaan dan program sub bagian program
Satuan Polisi pamong praja;

c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi perencanaan
Program Satuan polisi pamong praja;

d. Pelaksanaan tugas penatausahaan program satuan polisi
Pamong Praja;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala sub Bagian program, Evaluasi, pelaporan dan
Informasi Teknologi mempunyai uraian tugas :

a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam
urusan perencanaan program;

b. Menyusun perencanaan anggaran belanja dan perencanaan
prograrn subbagian program sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

c. Men5rusun konsep profil satuan, dan data lainnya Satuan polisi
Pamong Prqi";

d. Men5rusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
berlaku pada sub bag progra.m satuan polisi pamong pia";

e. Men5rusun rencana kerja !renja), Rencana strategis (renstra),
konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi-pemerintair
(lakip), laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah (lppd),
dan data lainnya Satuan polisi pamong pra.ia;

f. Mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan
ditandatangani pimpinan dibidang sekretariat "ru bagian
program;

g. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan
tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karir
bawahan;

h. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada sekretaris
yang berkaitan dengan kegiatan administrasi perencanaan
program dalam pengambilan keputusan / kebij akan;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN

PRODUK HUKUM LAINI\TYA

Pasal 9
(1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oelh seorang

Kepara Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan, pengkajian, dan perumusan kebijakan penegakan atas
pelanggaran Peraturan Daerah, peraturan xlpah Daerah,
Pengawasan dan Intelijen, teknis penegakan, pemeriksaa.n khusus
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serta pemberdayaa,r sumber daya dan mitra kerja bidangPenegakan Peraturan Daerah dan pioduk Huku- L"irr;;;
(2) untuk melaksanllan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kepala Bidang penegakan peratiran Daerah dan produk

Hukum Lainnya menyelenggarakan fungsi:
a. PenSrusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangpembinaan, pengawasan, Intelijen dan pengolahan data serta

penegakan;

b. Penlrusunan rencana program dan rencana
dibidang pembinaan, pengawasan, Intelijen
data serta penegakan;

kerja anggaran
dan pengolahan

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan,
pengawasan, Intelijen dan pengolahan data serta penegakan;

d. Pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan danpencegahan serta melakukan tindakan pertama ditempat
kejadian_atas pelanggaran peraturan Daerahl peraturan replh
Daerah dan produk Hukum lainnya;

e. Deteksi dini berbagai informasi yang berkembang terkait
dengan situasi Keamanan dan Ketertiban;

f. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan
Peraturan Daerah dan produk Hukum Lainnya;

g. Pelaksanaan penJrusunan raporan kinerja program Bidang
Penegakan Peraturan Daerah dan produk Auku* L*irrrry*;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Bidang penegakan peraturan Daerah dan produk
Hukum Lainnya mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, Intelijen dan
pengolahan data terhadap pelanggaran ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, peraturan Daerah dan peraturan
Kepala Daerah;

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan ppNS
dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap
pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah;

c. Melaksanakan fasilitasi, pemberdayaan, pengendalian dan
pengkoordinasian PPNS daram melaksanakan penegakan
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

d. Melaksanakan penghentian kegiatan dan atau penyegelan
dengan menggunakan garis pembatas satuan polisi ia*orrg
Praja terhadap pelanggaran peraturan Daerah, peraturan
Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

e. Melaksanakan penyajian data dan informasi dibidang
penegakan, kerjasama dan intelijen serta pen)rusunan laporan
realisasi anggaran Bidang penegakan peraturan perundang-
undangan Daerah;

f. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawas€rn dan
Intelijen serta monitoring, evaluasi dan pelapoi* di bidang
penegakan peraturan perundang-undangan dairah
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Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan
tugas;

Melaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh Kepala satuan
sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang penegakan perundan- ffiJl,, Daerah,membawahi :

1. Sub Bidang Penegakan;

2. Sub Bidang Kerjasa.ma;

3. Sub BidangPengawas€Ln dan Intelijen.

Paragraf 1

SUB BIDANG PENEGAKAN

Pasal 11

(1) sub Bidang Penegakan dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidangyang mempuny3r tugas pokok melaksanakan ptnyusunan dan
pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan pCraturan Daerah,
Peraturan Kepala daerah dan Undang-undang Daerah.

(2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (L), Kepala sub Bidang penegaka.n nrenyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan
teknis dibidang penegakan peraturan Daerah, peraturan Kepala
daerah dan Undang-Undang Daerah;

b. Penyrapan bahan dan pelaksanaan penJrusunan rencana
program dan rencana kerja a.nggaran ai set<sipenegakan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas pada seksi penegakan;
d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, Kepala sub Bidang penegakan mempunyai uraian tugas :

a. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan
pengendalian Penyidik pegawai Negeri sipil dalam penegakan
Peraturan Daerah, peraturan Kepala Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah;

b. Mempersiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan
atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas polisi
Pamong Praja terhadap pelanggaran peraluran Daerah,
Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

c. Mempersiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap
pelanggaran Perda, Perkada dan Keputusan Kepala Daerah,
dan penyajian data dan informasi di Seksi penegakan;

oD.

h.

d.

e.

Mempersiapkan bahan dan melaksankan, evaluasi dan
pelaporan di seksi penegakan;

Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penJrusunan
realisasi anggaran, pen]rusunan laporan kinerja piogram seksi
penegakan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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paragraf 2
SUB BIDANG KERJASAMA

pasal 12
(1) sub Bidang Kerjasama dipimpin oleh seorang kepala sub Bidangyang mempunya.i tugas pokok melakuk"r, p".ryLpan kerj.""*iantar lembaga dan pengkqiian bahan penegakan.-
(2) untuk melaksanakan tugas__p9kok sebagaim€Lna dimaksud pada

ayat (1), Kepala sub Bidang Kerjasama *Enyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebiiakan
teknis dibidang kerjasam a antar lembaga;

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pen]rusunan renc€Lna
program dan rencana kerja €rnggaran ai set<sit<erjasama;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas pada seksi kerjasama;
d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala sub Bidangkerjasama mempunyai uraian tugas :

a. Mempersiapkan bahan penJrusunan rencana kerja dalam
rangka kerjasama dengan instansi terkait;

b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi program lintas
kabupaten, Kepolisian Negz.ra Republik lndonesii, lembaga /instansi vertikar maupun horizonial daram upaya pemenuhan
ketertiban dan ketentraman masyarakat;

c. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait sesuai dengan
bidang tugas dalam rangka kerancaran pelaksanaan tugas;

d. Menghimpun dan mendata ppNS 
;

e. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penJrusunan
realisasi anggaran, penJrusunan laporan kinerja prbg.;* seksi
kerjasama;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan seksi
kerjasama;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
SUB BIDANG PENGAWASAN DAN INTELE,-IEN

(1)

Pasal L3

sub Bidang Pemantauan dan pengolahan Data dipimpin olehseorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai t grs pokok
melaksanakan Pemantauan kondisi keamanan, 

-ketertiban 
r'*r*,

ketentraman masyarakat, menghimpun data dan informasi
I-1t9hjen sebagai bahan penegakan dan melaksanakan kebijakan
di Seksi Pengawasan dan Intelijen;
untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kepala sub Bidang pengawasan dan tntelijen
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan .bahan dan pelaksanaan dalam perumusan
kebijakan teknis pada seksi pengawasan dan Intelijen;

(2t
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b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana
seksi Pengawasan dan Intelijen;

kerja anggaran

c. Pelaksanaan tugas pengawasan dan intelijen sebagai dasarpenyajian data dan informasi;
d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

(3) untuk- menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2l,Kepala sub Bidang pengawasan-dan Intelden mempunyai
uraian tugas :

a. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengawasan danpengolahan data intelijen terhadap p.langgaran perda, perkada
dan Keputusan Kepala Daerah;

b. Mempersiapkan bahan analisa dan mengolah data serta
melakukan pemantauan terhadap informasi y"rg berkembangdi masyarakat terkait pelanggaran hukum din Ketertiban
umum;

c. Penyajian data dan informasi perkembangan situasi Keamanan
dan Ketertiban Umum;

d. Menginventarisasi potensi gangguan Keamanan dan Ketertiban
Umum serta pelanggaran peraturan daerah;

e. Mendeteksi dan melakukan pencegahan dini gangguan
trantibum dan pelanggaran peraturan daerah;

f. Melakukan pengawasan terhadap tempat usaha yang memiliki
dampak negativ dan/atau aktifitas warga yang beisifit massal;

g. Mendeteksi setiap informasi dan melakukan pemantauan
setiap gejolak 

_ 
yang dapat mengganggu kondisi keamanan,

ketertiban dan ketentraman *a*y*ataq
h. Menempatt* unit tugas khusus dalam menghimpun data dan

informasi di wilayah-wilayah yang dianggap rawan gangguan
ketertiban;

i. Menyampaikan data kepada ppNS apabila ditemukannya ataupatut diduga adanya pelanggaran perda, perkada dan
Keputusan Kepala Daerah;

j. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi
dan pelaporan hasil pemantauan dan intelijen sebalai bahan
penindakan pelangaran perda, perkada dan keputusin kepala
daerah;

k. Mempersiaplan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran
dan laporan kinerja seksi pemantauan ban pengolahan niL;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
BIDANG KETERTIBAN UMUM

DAN KETRENTAMAN MASYARAKAT

Pasal 14

(i) Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpinoleh seorang Kepala Bidang yang *.*prny"i tugas 'pokok
melakukan penJrusunan dan pelaksanaan 

-kebijakan 
daerah di

bidang ketentraman dan ketertiban umum.
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman
Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina
ketentraman dan ketertiban umum;

b. Pen5rusunan rencana program dan rencana kerja anggaran
dibidang bina ketentraman dan ketertiban umum; - dan
ketahanan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina ketentraman
dan ketertiban umum;

d. Pelaksanaan pen]rusunan laporan kinerja program Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman
Masyarakat mempunyai uraian tugas :

a. Membantu kepala satuan dalam melaksanakan tugas di bidang
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

b. Mengelola penJrusunan rencana dan program, rencana
pelaksanaan anggaran serta tindakan dalam pelaksanaan
operasional kerja dibidang ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanern
rumah dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja,
tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting kepala
daerah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;

d. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penangana.n
unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta patrori dilapangan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Memimpin, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksana
mobilisasi kegiatan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

f. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi kerja
terkait dalam pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas operasi dilapangan untuk
mengetahui permasalahan dan solusi alternatif pemecahan
masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

h. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan
tugas;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala satuan
sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
membawahkan :

1. Sub Bidang Oeperasional dan Pengendalian;

2. Sub Bidang Ketertiban Umum;

3. Sub Bidang Penyuluhan.
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(1)

t2)

suB BTDANG orr*t*18ffi l* ,ENGENDALTAN

Pasal L6
s_ub Bidang operasional dan pengendalian dipimpin oleh seorangKepala sub Bidang yang mempunyai tugas pltok melaksanakanpenyusunan dan pelaksanaan kebiiakan diuidang bina ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.
untuk melaksanakan,tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (t), Kepala lrb Bidang operasional dan pengendilian
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan
teknis dibidang teknis operasional dan pengendalian;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang teknis Operasional dan pengendalian;

c. Pembinaan dan peraksanaan tugas teknis operasional dan
Pengendalian;

d. Penyrapan bahan dan pelaksanaan pen]rusunan rencanaprogram dan rencana 
- !g.j" dianggaran di sub Bidang

Operasional Dan pengendalian;

e. Pelaksanaan tugas rainnya yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (2), Kepala sub Bidang operasional dan pengendalian
mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam rangka
pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat di wilayah Kabupaten Katingan;

b. Men5rusun pedoman prosedur operasi dan penertiban dalam
rangka penertiban perda, perkada dan Keputusan Kepala
Daerah;

c. Melaksanakan operasi dan penertiban dalam rangka penegakan
Perda, Perkada dan Keputusan Kepala baeiah serta
penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan
massa;

d. Mengelola, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan, pemerintah Kecamatan, Kelurahan, neia aanMasyarakat (bimbingan supervise, dan konsultasi,
perencanaan, pemantauan dan evaluasi) di bidang operasional
dan Pengendalian;

e. Mengelola pelaksanaan pengamanan rumah dinas, sekitarruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi,
pengawalan dan penga.manan tempat upacara dan acarapenting Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku;

f. Meningkatan kapasitas pengetahuarn anggota satpol pp sesuai
peraturan yang berlaku;

g. Melakukan Pembinaan Kesehatan dan Kesamaptaan anggota
Satpol PP secara berkala;
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Membantu penyeresai€rn perselisihan warga yang menggangguserta melaporkan kepada Kepolisian apa-bita aitemukli 
"6;patut diduga adanya pelanggaran tindak pidana;

Memantau, mengendarikan, mengevaruasi dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan;

Mempersiapkan bahan dan meraksankaan motoring, evaluasi
dan pelaporan di seksi operasi dan pengendalian;
Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penJrusunan
realisasi anggaran, penJrusunan raporan kinerja program seksi
operasi dan pengendalian;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Paragraf 2
SUB BIDANG KETERTIBAN UMUM

Pasal 17

sub Bidang Ketertiban umum dipimpin oleh seorang Kepala subBodang yang mempunyai tugas pot ot merakukair pi,"vi"p""rencana, pembinaan dan pemeliharaan ketertiban" i"r,ketentraman umum.
untuk melaksanlkp !ys.* pokok sebagaimana dimaksud pada
?yat (1), Kepala sub Bidang Ketertiban Umum menyelenggarakan
rungsr :

a. Penyiapan, pembagian dan pelaksanaan program kegiatan
seksi ketertiban umum Satuan polisi pamong p.ei";

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penJrusunan rencana
program dan rencana kerja Emggaran di sub-Bidang Ketertiban
Umum;

P_embuatan laporan dan evaluasi program kegiatan seksi
Ketertiban Umum Satuan polisi pamong praja;

Pelaksanaan tugls lainnya yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala sub Bidang Ketertiban umum mempunyai uraian
tugas :

a. Merencan*k?, penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan
seksi Ketertiban Umum;

b. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terutama tentang
kesadaran mentaati peraturan Daerah;

c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk
pembinaan ketertiban umum;

d. Mengelola database ya.ng berkaitan dengan ketentraman dan
ketertiban umum di Kabupaten Katingan;

e. Mengkqii kelayakan giat operasional yang berkaitan dengan
penindakan 

-telhadap pelanggaran perda, perkada, keputusan
kepala daerah darrl atau gangguan lietentraman dan ketertiban
umum;

f. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan pen]rusunan
realisasi anggaran, penJrusunan raporan kinerj" p.bgr.* seksi
operasi dan pengendalian;

h.

1.

j.

k.

l.

(1)

(2t

d.
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g. Mengevalusi pelaksanaan tugas dan menginventarisasipermasalahan dan mencari alternative pemecahan-masalah;
h' Mempelqiari, memahami dan meraksanakan peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan uia""gLgasnya

sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;j. Membagi tugas kepada bawahan, member petunjuk, menilai

dan mengevaluasi hasil ke{a;
k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan;

l. Melaksanakan tugas rain yang diberikan oleh pimpinan.

paragraf 3
SUB BIDANG PEI{YULUHAN

pasal 18
(1) sub Bidang penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepara sub Bidangyang mempuny-ai 

-tugas pokok melaksanak; penyuluhan danpelaksanaan kebijakan di sub Bidang penyuruhan.
(2) untuk melaksanakan tugas pokgk sebagaimana dimaksud pada

]yat (1), Kepala sub Bidang penyuluf,an menyelenggarakanfungsi :

a. penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan
kebijakan teknis pada seksi p"rrg"*"."r;

b. Penyiapan bahan dan pen]rusunan rencana kerja anggaran
seksi penyuluhan;

c. Pelaksanaan tugas di seksi penyuluhan;
d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

(3) untuk menyelenggarakan !rs"i sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bidang pen5ruruhan mempunyai uraian tugas :

a. Menyiapkan dan melaks_anr!* kegiatan penyuluhan perda,
Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;

b. Mempersiapkan bahan analisa dan mengolah data serta
visualisasi kegiatan penyuluhan;

c. ltvlsnsssielis_a9ik* peraturan daerah Kabupaten Katingan,Provinsi Kalimantan Tengah dan undang-undang yang
bersangsi hukum kepada masyarakat;

d. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi
dan pelaporan hasil penyuluhan perda, perkada aa" [Lputu""r,
kepala daerah;

e. Mempersi"pbT bahan penJrusunan raporan rearisasi anggaran
dan laporan kinerja seksi pen5ruluhan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Bagian Kelima
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 19
(1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oreh seorang KeparaBidang yang mempunyai tugas pokohmeiakukan p"rry,r"frran danpelaksanaan kebijakan mempersiapkan bahan " p"**.r"*

kebijakan dan pelaksanaan pembinaan perlindungan masjarakat.
(2) untuk melaksanakan tugas_pokok sebagaimana d.imaksud padaayat (1), Kepala Bidang perlindungan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan
masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggarandibidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan
masyarakat;

c. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendarian,
evaluasi dan pelaporan bidang perllndungan masyarakat;

d. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umumdibidang perlindungan masyarakat dan 
- bina ketahanan

masyarakat;

e. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan
masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;

f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2l,, Kepala Bidang perlindungan Masyarakat mempunyai
uraian tugas :

a. Membantu kepala satuan dalam melaksanakan tugas di bidang
perlindungan masyarakat;

b. Mengelola pen]rusunan rencana dan program, rencana
pelaksanaan anggaran serta tindakan aaum pelaksanaan
operasional kerja dibidang bina perlindungan masyarakat
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. Men]rusun rencana kebijakan penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan
tenaga linmas;

d. Merencananakan langkah-langkah
perlindungan masyarakat;

operasional dibidang

e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas,
membina dan memotivasi bawahan dalam iangka peningka-tan
produktivitas dan pengembangan karir bawahan

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait
dengan kegiatan administrasi keuangan dadm pengambilan
keputusan/ kebijakan;

g. Melaporkan kepada Kepala satuan setiap selesai melaksanakan
tugas;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala satuan
sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
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Pasal 2O
Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

1. Sub Bidang Satuan perlindungan Masyarakat;
2. Sub Bidang Data dan Informasi;
3. Sub Bidang pelatihan dan Mobilisasi.

SUB BIDANG'O'UO*'#iflflJUNGAN MASYARAKAT

(1) sub Bidang patgan 
".di:;::s:: Masyarakat dipimpin olehseorang Kepala sub Bidang yang mempunyai tugal pokokmelaksanakan pen]rusunan din 

-p.rlr.saaan 
kebijakan dibidangperlindun gan masyarakat.

(2) untuk melaksan"!"l tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kepala Sub Bidang satuan p!r[ndung"* ;;"y"rakatmenyelenggarakan fungsi :

a' Mempersiapkan bahan p"y*y:an_ kebijakan teknis di bidangperlindungan masyarakit dan bina ketadanan masyarakat;
b' Mempersiapkan bahan pen,rusunan rencana program danrencErna kerja anggaran bidang perlindungan masyarakat danbina ketahanan masyarakat;

pengkoordinasian pelaksanaan tugas
masyarakat dan bina ketaharian

!yg1" lainnya yang diberikan oleh pimpinan
lingkup bidang tugasnya.

(3) untuk^.menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (2), Kepala Sub Bidang satuan Ferlindung; M";;arakatmempunyai uraian tugas :

a. Membantu kepara bidang perlindungan masyarakat dalammelaksanakan tugas dibidang perrindingan masyarakat danbina ketahanan masyarakat;
b. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat g,namenciptakan anggota linmas yang berpotensi;
c. Men5rusun pedoman petunjuk teknis perlindungan masyarakat,pelaksanaan kegiatan kearsipan, p".rg"rah; p"rrgl;.rrr,

(pemilu, pemilukada), pengendalian dan fienanggurangin sosiardan bencana;

d. Melalcsanakan, mempersiapkan dan mengarahkan anggotaperlindungan masyarakat guna mendurring p""g;."""
pemilu dan pemilukada;

e. Melakukan koordinasi, kerjasama, fasilitasi atau kemitraan
dengan instansi terkait lainnya dalam pengamanErn pemilu danpemilukada;

f. Melakukan pertolongan, penyelamatan korban bencana dan
rehabilitasi, relokasi akibat bahaya dan korban bencana;

g. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya
kesiapsiagaan keamanan lingkungan;

h. Menempatkan pos jaga dan pengamanan lingkungan;

c. Mempersiapkan bahan
dibidang perlindungan
masyarakat;

d. Pelaksanaan
sesuai dengan

Page 2L of 28



i. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
realisasi anggaran, penJrusunan laporan kinerja prtgr** seksi
satuan perlindungan masyarakat;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

ParagraI2
SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI

Pasal22
(1) lyb Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala sub

Bidang yang mempunyai tugas poliok merakukari p"rryirp*rr,
perencanaan dan penJrusunan data dan informasi pada 

-bidang
perlindungan masyarakat.

(21 untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
lvat (1), Kepala sub Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan
fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada bidang
perlindung€rn masyarakat;

b. Mempersia-pJcan bahan penJrusunan rencana dan program kerja
arrg€:aral: dibidang perlindungan masyarakat;

c. Mempersia_gkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di
bidang perlindung€Ln masyarakat;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan seksi data
dan informasi;

e. Pelaksanaan tugas rainnya yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

(3) untuk meyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala sub Bidang data dan informasi mempunyai uraian
tugas :

a. Merencanalan pen]rusunan dan pelaksanaan program kegiatan
seksi data dan informasi;

b. Menginventarisasi terhadap jenis bantuan dalam rangka
pengamanan lingkungan;

c. Menyusun data anggota satuan perrindungan masyarakat;
d. Mendata pos jaga untuk pengamanan lingkungan;
e. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan pen]rusunan

realisasi Ernggaran, penJrusunan laporan kinerja piogiam sub
Bidang Data dan Informasi;

f. Mempersiapkan bahan kebijakan standarisasi penyelamatan
akibat bencana dengan unsur bakornas, satkorlak dan satlat
penanggulangan bencana;

g. Mengelola database yang berkaitan dengan perlindungan
masyarakat dan bina ketahanan masyarakat di Kabupaten
Katingan;

h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;

i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
j. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai

dan mengevaluasi hasil kerja;
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k. Menyampaikan laporan peraksanaan tugas dan/atau kegiatankepada atasan;

l. Melaksanakan tugas rain yang diberikan oleh pimpinan.

suB BrDANG r"ffiffi'ro* MoBrLrsASr

pasal 23
(1) lrP Bidang Pelatihan dan Mobilisasi dipimpin oleh seorang Kepalasub Bidang 

- 
yang mempunyai tugls pokok mehkranakan

penJrusunq d* pelaksanaan kebijakan di seksi pelatihan dan
mobilisasi bidang perlindungan masyarakat.

(2) untuk melaksanakan tugas _qgkok sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kepala Sub Bidang pelatihan dan mobilisasi
menyelenggarakan fungsi :

a. felvialan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan
kebijakan teknis pada seksi pelatihan dan mobilisasi;

b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja anggaran
seksi pelatihan dan mobiiisasi;

c. Pelaksanaan tugas di seksi pelatihan dan mobilisasi;
d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala sub Bidang pelatihan dan mobilisasi mernpunyai
uraian tugas :

a. Merencanakan pen]rusunan dan pelaksanaan program kegiatan
seksi pelatihan dan mobilisasi;

b. Melakukan inventarisasi data anggota satlinmas;
c. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan kegiatan Satlinmas;
d. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;

e. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penJrusunan
realisasi anggaran, pen]rusunan laporan kinerja piogram sub
Bidang Pelatihan dan Mobilisasi;

f. Mengorganisir dan mengarahkan anggota perlindungan
masyarakat guna mendukung pengam€rna.n p.*ilr,
pemilukada dan penanggulanan gangguan sosial dan beicana;

g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
h. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai

dan mengevaluasi hasil kerja;
i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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(1)

Bagian Keenam
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Pasal24
Bidang Pemadam. Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
Iarg mempunyai tugas pokok membantu Kepali satuan polisi
famong Praja dalam melaksanakan p"ryr"rr"r dan pelaksanaan
kebijakan urusan Pemadam Kebakaran; 

-

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan pembinaan, pencegahan, dan penanganan

pasca kebakaran;

b. fenyiapan b3rran kegiatan sosialisasi, pembinaan,
kewaspadaan dan bimbingan masyarakat urusan pemadam
Kebakaran;

c. Penyiapan bahan dan pengolahan data;
d. Penyrapan bahan penJrusunan rencana program dan rencana

kerja anggaran di Bidang pemadam Kebakaran;
(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugis :

a. Melaksanakan pembinaan, pencegahan dini, bimbingan dan
penyuluhan kepada masyarakat;

b. Mensosialisasikan kegiatan pembinaan, pencegahan dini,
bimbingan dan penyuluhan kepada masy"r"kat tentang
kebakaran;

c. Merumuskan bahan analisa dan mengolah data serta
visualisasi _kegiatan pembinaan, pencegahan dirri, bimbingan
dan pen5ruluhan kepada masyarakat;

d. Men5rusun, mempersiapkan bahan dan melaksanakan
sosialisasi kepada masyarakat;

e. Men5rusun pe-laksanaan program dan kegiatan di lingkungan
Bidang Pemadam Kebakaran;

f. Men5rusun, menyajikan data, serta memeriksa laporan
pelaksanaan kegiatan di Bidang pemadam Kebakaran;

g. Menyampaikan hasil laporan pelaksanaan kegiatan di Bidang
Pemadam Kebakaran kepada Kepala satuan polisi pamong
Pr aj a melalui Sekretaris;

h. Memberikan penilaian kerja kepada Kepala Seksi berdasarkan
prestasi kerja sebagai bahan pengajuan sasaran Kerja pegawai
(sKP).

i. Mengkoordinasikan dengan bidang yang lain sesuai tugas dan
fungsi;

j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan;

(2)
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Pasal 25
Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
1. Sub Bidang Pencegahan dan pengendalian;

2. Sub Bidang Operasioanal dan personil;

3. Sub Bidang Sarana dan prasarana.

SUB BIDANG PENCJ&?ilff IO* PENGENDALIAN

Pasal 26
(1) s_ub Bidang Pencegahan dan pengendalian dipimpin oleh seorang

Kepala sub Ridang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penJrusunan dan pelaksanaan kebiliakan al suUUia Pencegahan dan
Pengendalian bidang pemadam Kebakaran.

(2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala sub Bidang pencegahan dan pengendalian
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan dan peraksanaan dalam perumusan
kebijakan_. teknis pada sub Bidang pencegahan dan
Pengendalian;

b. Penyiapan bahan dan pen5rusunan rencana kerja anggaran sub
Bidang Pencegahan dan pengendalian;

c. Pelaksanaan tugas di sub Bidang pencegahan dan
Pengendalian;

d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat (21, Kepala sub Bidang pencegahan dan pengendalian

mernpunyai uraian tugas :

a. Merencanakan penJrusunan dan pelaksanaan program kegiatan
Sub Bidang Pencegahan dan pengendalian;

b. Melakukan inventarisasi data Potensi Rawan Kebalaran dan
Bencana;

c. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kegiatan penanganan korban Kebikaran dan
bencana;

d. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan pen]rusunan
realisasi anggaran, pen]rusunan laporan kineq'a piogiam sub
Bidang Pencegahan dan pengendalian;

e. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;

f. Mengorganisir dan mengarahkan masyarakat guna mendukung
penanganan penanggulangan bencana;

g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
h' Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai

dan mengevaluasi hasil kerja;
i. fvlenyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Paragraf 2
SUB BIDANG OPERASIONAL DAN PERSONIL

Pasal 27

(1) Sub Bidang operasional dan Personil dipimpin oleh seorang Kepala
sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
pen5rusunan dan pelaksanaan kebijakan di Sub Bidang Operasional
dan Personil bidang Pemadam Kebakaran.

(2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bidang Operasional dan personil
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan dan pelaks€rnaan dalam perumusan kebijakan
teknis pada Sub Bidang Operasional dan Personil;

b. Penyiapan bahan dan pen]rusunan rencana kerja anggaran sub
Bidang Operasional dan Personil;

c. Pelaksanaan tugas di sub Bidang operasional dan personil;

d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;
(3) untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala sub Bidang operasional Dan Personil mempunyai
uraian tugas :

a. Merencanakan penJrusunan dan pelaksanaan program kegiatan
Sub Bidang Operasional dan Personil;

b. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kegiatan Operasional dan personil;

c. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;

d. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan pen]rusunan
realisasi anggaran, pen]rusuna.n laporan kinerja program sub
Bidang Operasional dan Personil;

e. Mengorganisir dan mengarahkan personil dalam penanganan
Kebakaran dan Bencana;

f. Mengorganisir dan mengarahkan personil dalam penanganan
Korban Kebakaran dan Bencana;

ctb'

h.

Mendeteksi daerah-daerah yang dianggap rawan bencana;

Mempersiapkan dan menetapkan lokasi/tempat yang akan
dijadikan lokasi penampungan sementara korban bencana;
Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai
dan mengevaluasi hasil kerja;

k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

l.

j.

Pacre C6 of C9,



Paragraf 3
SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Pasal 28
(1) sub Bidang sarana dan prasarana dipimpin oleh seorang Kepala

sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan p"rryusurran
dan pelaksanaan kebijakan di subbid sarana dan piasarana
bidang Pemadam Kebakaran.

(2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala sub Bidang sarana dan prasarana mempunyai
fungsi:

a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumus€Ln
kebijakan teknis pada subbidSarana dan prasararlai

b. Penyiapan bahan dan penSrusunan rencana kerja anggaran sub
Bidang Sarana dan PrasararLai

c. Pelaksanaan tugas di sub Bidang sarana dan pras arar,ai
d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oreh pimpinan;

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kepala sub Bidang sarana dan prasarana mempunyai
uraian tugas :

a. Merencanakan penJrusunan dan pelaksanaan program kegiatan
subbid Sarana dan Prasarana;

b. Melaksanakan pengendalian sarana dan prasarana pemadam
Kebakaran dan pena.nga.nan Bencana;

c. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;

d. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan pen]rusunan
realisasi anggaran, penJrusunan laporan kinerja program sub
Bidang Sarana dan Prasarana;

e. Mengorganisir dan mengembangkan pengetahuan masyarakat
dalam menghadapi perkembangan jaman;

f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
g. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai

dan mengevaluasi hasil kerja;

h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala satuan, sekretaris, Kepala

Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala sub Bidang serta pemegang
jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integiasi,
simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta honzontal baik
dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan
tugas pokok maisng-masing.

Pqcre D7 a{ AR



(21 setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-
masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tfigas Pokok, Fungsi dan Uraiart Tugas
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaien
Katingan Tahun 2OL6 Nomor 250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerafr
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal,t] Dceember 2O15

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 2] Desember 2o15

SEKR KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN ?AHUN 2076 NOMOR }29

H. AHMAD YANTENGLIE
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